KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : Kw.05.2/5/PP.03.2/ | 58/ /2015

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA AL - MADANI

Alamat : Jalan Sentot Alibasa RT.07
Kelurahan : Payo Selincah

Kecamatan : Jambi Tirnur

Kabupaten : Kota Jambi

Provinsi : Jambi

Penyelenggara Madrasali  : Yayasan Bhakti Surya Al-Madani Jambi

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor: 18, Tanggal 11 Februari 2013
Pengesahan Akte Notaris  : Nomor: AHU-4626.AH.01.04 Tahun 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

JAMBL, 17 SEP 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK IND
NOMOR : AIf)/ TANUN 2015 A

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
AL - MADANI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

+a. bahwa dalam  rangka meningkatkan  akses  pendidilkan
madrasah  vang bermutu, perlu memberikan Iu:ﬁ:rrnputun
masyarakat melalui - organisasi - berbadan hukum  untuk
menvelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang, telah
ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam buruf a dan b di atas, perlu menctapkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian lzin
Pendirian Raudhatul Athfal Al - Madani;

Mcnimb{mg

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301),

2. Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidilkkan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);
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Memperhal.ikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 T, P
Fahun 2013 lentang

Penyclenggaran Pendidikan Madrasah (Beri . :
Indaresia Tahun 2013 Nomor 1382); (Berita Nepara Republik

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidi
: 1 Pend
Madrasah Nomor :  Kw.05.2/5/PP.03.2 /218/2!()15 ';‘:Il:l'u:.l:
15 September 2015 ' A
2 Rckurpcndnsn dari Kepala Kantor Kementerian Agamn Kota
Jambi Nomor: Kd.05.10/2/PP.00/1313/2015, Tanggal 24 Juni

2015;
MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL - MADANL.

. Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh
masyarakal kepada madrasah sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran yang inerupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Izin operasional schagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung scjak
tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan wajib melukukan kegiatan sebagai berikut:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
pertkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Dalam hal laporan perkembangan madrasah scbagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilai memuaskan dan
hasil akreditasi scbagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b

mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional scbagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.
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. Dalam hal laporan perkembangan _

KELIMA dimaksud dalam DIKTUM KEDI%A hzlri?‘razahdirf;b,agmmana
memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana i ai kurang

KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat min; o (S:‘le DIKT.UM

operasional Ej.ebagaimma dimaksud dalammunml}{mh} m}?};‘,a izin
dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und angS:I;r =

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Jambi

Pecatenessl 17 SEP 2015
A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
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